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Poverty has become a complex problem faced by Indonesia. This problem creates 
vulnerability for a person or group of people with a low quality of life. The village fund policy 
is an strategy made by the government to spread development equally and alleviate poverty. 
The purpose of this research is to analyze the extent to which village fund policy affects poverty 
level in Indonesia.This research implemented quantitative approach using secondary data 
obtained from the Kementrian Keuangan and Badan Pusat Statistika. The analytical tools used 
in this research were Simple Linear Regression, Theil's Index, and Moran's Scatter Plot to 
present information on spatial autocorrelation of poverty level. The research results show that 
village fund has no significant effect on reducing the poverty level because the formula used 
for allocating village fund has not prioritized poverty conditions of all regions, so the 
allocation has not been effective. 
  





Kemiskinan merupakan permasalahan rumit yang terus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. 
Permasalahan kemiskinan menimbulkan kerentanan bagi seseorang atau sekelompok orang 
yang berakibat pada kualitas kehidupan yang rendah. Kebijakan dana desa merupakan salah 
satu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh kebijakan dana desa terhadap 
tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kementrian Keuangan dan Badan 
Pusat Statistika. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear 
Sederhana, Indeks Theil, dan Moran Scatter Plot’s. Hasil analisis menunjukkan dana desa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan 
formula pengalokasian dana desa belum memprioritaskan kondisi kemiskinan tiap wilayah 
sehingga fungsi alokasi belum efektif menurunkan kemiskinan.  




Kemiskinan merupakan permasalahan 
klasik yang dihadapi oleh banyak negara di 
dunia. Menurut data World Bank jumlah 
penduduk miskin pada tahun 2015 
mencapai 10,97 persen dari total jumlah 
penduduk dunia atau setara dengan 702 juta 
orang. Pengentasan kemiskinan menjadi 
salah satu misi dari United Nation 
(Perserikatan Bangsa – Bangsa). Misi 
tersebut diwujudkan dalam agenda 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals) yang menempatkan 
pengentasan kemiskinan (No Poverty) 
sebagai tujuan utama yang hendak dicapai. 
Bagi Indonesia kemiskinan merupakan 
permasalahan yg mendesak. Permasalahan 
kemiskinan berkaitan erat dengan 
kesejahteraan yang tertuang dalam tujuan 
nasional Indonesia dalam upaya 
memajukan kesejahteraan umum.  
Todaro et all, (2009) mengungkapkan 
bahwa manusia merupakan isu nyata dari 
pembangunan. Namun pelaksanaan 
pembangunan tidak dapat disamakan bagi 
semua orang. Gagasan tersebut 
memberikan pengertian bahwa manusia 
merupakan faktor penting yang perlu 
diperhatikan dalam pembangunan. Manusia 
dapat memiliki peran ganda sekaligus yaitu 
sebagai subyek maupun obyek dari 
pembangunan itu sendiri. Manusia berperan 
sebagai obyek pembangunan, menunjukkan 
bahwa segala fenomena permasalahan 
manusia dapat diupayakan penyelesaiannya 
melalui pembangunan. Kemiskinan 
merupakan salah satu permasalahan yang 
dihadapi oleh manusia. Penyelesaian 
masalah kemiskinan dapat dilakukan 
dengan menempatkannya sebagai tujuan 
dari pembangunan. Namun demikian 
pembangunan yang diupayakan tidak dapat 
disamaratakan antar wilayah. Hal tersebut 
dikarenakan antar wilayah memiliki 
perbedaan latar belakang budaya, sosial, 
sumber daya dan permasalahan yang 
bervariasi. Pemerintah menerapkan 
kebijakan dana desa sebagai salah satu 
upaya pembangunan yang berorientasi pada 
manusia. Kebijakan dana desa memberikan 
peluang lebih kepada masayarakat desa 
(manusia sebagai subyek maupun obyek 
pembangunan) untuk berperan aktif dan 
kreatif dalam menggali, mengembangkan 
potensi dan menyelesaikan permasalahan 
wilayahnya secara mandiri. 
Dana desa merupakan wujud dana 
perimbangan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah desa. 
Alokasi dana desa yang digulirkan 
pemerintah terus meningkat setiap 
tahunnya. Alokasi dana desa pada tahun 
2015 mencapai Rp20,7 triliun, rata-rata 
alokasi yang diterima setiap desa mencapai 
Rp280 juta. Terjadi peningkatan jumlah 
alokasi Dana Desa menjadi dua kali lipat 
pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya 
yaitu sebesar Rp46,98 triliun dengan rata-
rata penerimaan setiap desa mencapai 
Rp628 juta dan pada  tahun 2017 kembali 
meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan 
rata-rata penerimaan setiap desa sebesar 
Rp800 juta.  
Alokasi dana desa tersebut 
diprioritaskan guna membiayai aktivitas 
pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Namun demikian 
peningkatan alokasi dana desa tersebut 
tidak diikuti dengan penurunan tingkat 
kemiskinan di Indonesia. Tingkat 
kemiskinan ditinjau dari persentase  
penduduk miskin, indeks kedalaman 
kemiskinan dan indeks keparahan 
kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016 
meningkat melebihi tahun–tahun sebelum 
diterapkan kebijakan dana desa. Hal 
tersebut menimbulkan pertanyaan 
berkaitan dengan efektivitas fungsi alokasi 
dana desa terhadap pencapaian tujuan dana 
desa dalam mengentaskan kemiskinan. 
Oleh karenanya diperlukan penelitian yang 
mengkaji pengaruh kebijakan dana desa 
terhadap kondisi kemiskinan guna 
memperoleh informasi bagaimana 
efektivitas kebijakan dana desa dalam 
menyelesaikan permasalahan kemiskinan 
di Indonesia. 
Kemiskinan merupakan suatu kondisi 
penduduk yang dihadapkan pada 
ketidakmampuan dalam mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Pemecahan 
permasalahan kemiskinan telah menjadi 
fokus utama Negara Indonesia. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 
tahun 2004, kemiskinan didefinisikan 
sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang 
atau sekelompok orang yang hak-hak 
dasarnya tidak terpenuhi untuk 
mempertahankan dan mengembangkan 
kehidupan yang bermatabat. Hak – hak 
dasar tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi ke dalam tiga bidang yaitu 
ekonomi, sosial dan budaya. Pemenuhan 
hak dasar tersebut penting untuk 
diupayakan guna mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang layak. 
Chambers (1993) menjelaskan dalam 
bukunya yang berjudul Rural Development 
Putting The Last First bahwa penyebab 
kemiskinan perdesaan tidak selalu 
diakibatkan oleh dalam diri penduduk 
miskin itu sendiri. Orang luar 
berpandangan terhadap orang miskin 
sebagai orang yang pemalas, manusia 
boros, fatalistik, bodoh, dan tidak 
bertanggung jawab atas kemiskinannya. 
Chambers menjelaskan bahwa penyebab 
kemiskinan seseorang tidak hanya 
diakibatkan oleh dalam diri penduduk 
miskin. Sebagian orang miskin justru 
bekerja dengan keras, cerdik, dan ulet. Hal 
tersebut dilakukan penduduk miskin agar 
dapat melepaskan diri dari belenggu rantai 
kemiskinan. Menurut Chambers 
kemiskinan yang terjadi pada penduduk 
miskin dapat dipengaruhi oleh aspek 
ketidakberuntungan. Terdapat lima dimensi 
ketidakberuntungan yang membentuk 
kelompok-kelompok yang saling tidak 
menguntungkan dan saling terkait disebut 
sebagai Deprivation Trap (perangkap 
keterbelakangan). Deprivation trap 
tersebut terdiri dari lima dimensi 
ketidakberuntungan sebagai berikut :  
a. Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan dimensi yang 
paling kuat dalam perangkap 
keterbelakangan (deprivation trap). 
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai 
tidak ada atau sedikit sekali memiliki 
kekayaan. Kemiskinan berkonstribusi 
terhadap dimensi ketidakberuntungan 
lainnya seperti kelemahan fisik, 
kerentanan, dan ketidakberdayaan.  
b. Ketidakberdayaan  
Dimensi ketidakberdayaan mendorong 
proses pemiskinan dalam berbagai bentuk. 
Orang yang tidak berdaya akan memiliki 
kemampuan yang sedikit atau bahkan tidak 
sama sekali dalam mengenyam pendidikan 
mengakibatkannya dianggap lemah atau 
bodoh, yang kemudian dimanfaatkan oleh 
orang masyarakat tidak miskin dicerminkan 
dengan pemerasan oleh kaum yang lebih 
kuat terhadap golongan masyarakat miskin.  
c. Kerentanan menghadapi kondisi 
darurat  
Kerentanan merupakan keterbatasan 
kemampuan untuk menangani kondisi tidak 
terduga melalui kerja keras, kegiatan baru, 
atau negosiasi bantuan. Ketika dihadapkan 
pada kondisi  darurat dapat menimbulkan 
poverty rackets atau roda penggerak 
kemiskinan mendorong mereka menjual 
aset harta keluarga miskin yang tersisa. Hal 
tersebut menyebabkan mereka menjadi 
lebih miskin dan lebih rentan.  
d. Kelemahan fisik 
Kekurangan makanan menyebakan 
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 
nutrisi yang secara simultan mengakibatkan 
rendahnya tingkat produktivitas dalam 
bekerja sehingga mendapatkan upah yang 
rendah. Tubuh yang lemah menyebabkan 
seseorang menjadi tidak berdaya dalam 
mengatasi krisis.  
e. Keterasingan  
Keterasingan merupakan perangkap 
keterbelakangan yang diakibatkan oleh 
ketidakberdayaan golongan keluarga 
miskin dalam menarik bantuan pemerintah, 
sekolah, dan mengakses sumber daya 
lainnya. Keterangsingan tersebut dapat 
diakibatkan oleh ketidaktersediaan askes, 
sarana prasana transportasi, dan 
telekomunikasi sehingga sulit dijangkau 
oleh bantuan pemeintah.  
Dari kelima dimensi 
ketidakberuntungan tersebut, kerentanan 
dan ketidakberdayaan merupakan dua 
kondisi ketidakberuntungan yang harus 
segera ditangani apabila dibiarkan akan 
berpotensi menyebabkan kondisi penduduk 
menjadi lebih miskin.  
Kemiskinan dapat diukur dengan dua 
metode yaitu metode jurang kemiskinan 
total dan metode indeks per kepala. 
Menurut Todaro, et all (2009) jurang 
kemiskinan total (Total Poverty Gap) 
merupakan pengukuran kemiskinan yang 
diperoleh dari perhitungan jumlah 
perbedaan antara garis kemiskinan dengan 
tingkat pendapatan aktual semua penduduk 
yang hidup di bawah garis kemiskinan. 
Dengan demikian nilai Total Poverty Gap 
(TPG) memberikan informasi jumlah 
pendapatan total yang diperlukan untuk 
dapat dapat mengangkat setiap orang yang 
berada di garis kemiskinan ke tingkat yang 
sejajar dengan garis tersebut. Berikut 
merupakan formulasi Total Poverty Gap 
(TPG) :  





Sumber : Todaro et all, (2009) 
 
Indeks per kepala merupakan metode 
pengukuran kemiskinan yang diyatakan 
dengan proporsi jumlah penduduk suatu 
negara yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Ukuran kemiskinan di 
Indonesia di tetapkan oleh BPS terdiri dari 
tiga jenis indikator Persentase penduduk 
kemiskinan (headcount index), indeks 
kedalaman kemiskinan (poverty gap index), 
dan indeks keparahan kemiskinan (poverty 
severity index). Ketiga indikator 
kemiskinan ini mengacu pada sebuah 
ukuran kelas tingkat kemiskinan absolut 
yaitu Foster-Greer-Thorbecke Index 
(FGT).  
Persentase  Penduduk Miskin 
(headcount index) merupakan indeks yang 
menunjukkan jumlah penduduk ynag 
memiliki tingkat konsumsi di bawah garis 
kemiskinan. Headcount index merupakan 
ukuran kemiskinan yang paling popular. 
Namun Persentase  penduduk miskin ini 
tidak dapat memberikan informasi 
kelompok penduduk berdasarkan ukuran 
tingkat kemiskinan penduduk. Setiap 
penduduk yang tergolong dalam Persentase 
penduduk miskin dianggap sama 
miskinnya, dan tidak ada informasi 
penduduk yang lebih miskin. Berikut 
merupakan formula Headcount index yang 









Sumber : Todaro et all, (2009) 
 
Indeks Kedalaman Kemiskinan 
(poverty gap index) merupakan ukuran rata-
rata kesenjangan pengeluaran penduduk 
miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks 
kedalaman kemiskinan memiliki nilai 
antara 0 – 1. Nilai ideks kemiskinan 0 
menunjukkan konsumsi penduduk melebihi 
garis kemiskinan. Informasi indeks 
kedalaman kemiskinan memberikan 
indikasi tentang berapa banyak sumber 
daya yang dibutuhkan untuk 
menanggulangi kemiskinan melalui 
bantuan dari pemerintah. Berikut 
merupakan formula Headcount index yang 









Sumber : Todaro et all, (2009) 
 
Indeks Keparahan Kemiskinan 
(poverty severity) merupakan indeks 
kemiskinan yang memberikan gambaran 
penyebaran pengeluaran diantara penduduk 
miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai 
indeks keparahan kemiskinan yang 
semakin tinggi menunjukkan tingginya 
ketimpangan pengeluaran diantara 
penduduk miskin. Berikut merupakan 
formula Headcount index yang dinotasikan 









Sumber : Todaro et all, (2009) 
 
Tadoro et all, (2009) mengungkapkan 
bahwa Foster-Greer-Thorbecke Index 
(FGT) merupakan metode pengukuran 
kemiskinan yang memenuhi seluruh 
kriteria ukuran kemiskinan ideal meliputi 
anonimitas, independensi penduduk, 
monotonisitas, dan sensitivitas 
distribusional.  
Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
:  
1. Memetakan kondisi kemiskinan 
di Indonesia sebelum dan 
setelah diberlakukan kebijakan 
dana desa. 
2. Memetakan pendistribusian 
kebijakan dana desa pada tiap-
tiap provinsi di Indonesia. 
3. Menganalisis pengaruh 
kebijakan dana desa terhadap 




Penelitian ini merupakan penelitian 
dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 
dikumpulkan merupakan data sekunder 
yang berupa data tingkat kemiskinan yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan 
data rincian alokasi dana desa diperoleh 
dari Kementrian Keuangan. Data tingkat 
kemiskinan dapat ditunjukkan dari 
besarnya persentase penduduk miskin, 
indeks kedalaman kemiskinan dan indeks 
keparahan kemiskinan masing-masing 
provinsi sebagai variabel terikat. Data 
rincian dana desa berfungsi sebagai 
variabel bebas yang dapat mempengaruhi 
variabel terikat. Lokasi penelitian 
mencangkup seluruh wilayah Indonesia 
dengan unit provinsi agar didapatkan 
bahasan pengetahuan secara menyeluruh.  
Analisis deskriptif kuantitatif 
merupakan suatu bentuk analisis yang 
memberikan penjelasan secara mendalam 
terhadap hasil pengolahan data sekunder 
dalam penelitian. Teknik analisis dekriptif 
ini dipilih karena mampu menjelaskan 
hubungan atau keterkaitan dari variasi data 
penelitian terhadap hipotesis penelitian 
yang telah disusun. Alat analisis yang 
digunakan untuk mencapai tujuan 
penelitian sebagai berikut : 
a. Moran’s Scatter Plot  
Menurut Anselin (1993) Morans 
Scatter Plot merupakan suatu alat yang 
dapat  menggambarkan pola 
keseluruhan hubungan nilai 
pengamatan terhadap rata-rata 
tertimbang dari nilai-nilai lokasi 
sekitar. Hubungan kedekatan antar titik 
pengamatan pada masing-masing 
lokasi dinyatakan dengan contiguity 
matrix.  
Contiguity matrix atau matriks 
pembobot spasial merupakan matriks 
yang tersusun atas beberapa grid yang 
menggambarkan hubungan kedekatan 
antar lokasi pengamatan. Apabila suatu 
lokasi  i saling bersinggungan dengan 
lokasi j, maka unsur (i, j) akan 
memperoleh nilai = 1. Apabila lokasi i 
tidak saling bersinggungan dengan 
lokasi j, maka unsur (i, j) memiliki nilai 
= 0. Berikut merupakan formula dari 
contiguity matrix :  





Sumber : Anselin (1993) 
 
Ci  = Total nilai baris ke-i 
Cij = nilai baris ke-i kolom ke-j 
 
Pemetaan tingkat kemiskinan 
dilakukan dengan satuan lokasi 
berupa  provinsi dengan 
menggunakan matriks pembobot 
queen contiguity. Morans Scatter 
Plot akan menampilkan 
autokorelasi spasial tingkat 
kemiskinan antar provinsi di 
Indonesia. Bentuk hubungan antar 
nilai pengamatan pada lokasi 
tertentu terhadap nilai pengamatan 
lain pada lokasi sekitar disajikan ke 
dalam empat kuadran diagram 












Gambar 1 Diagram Pencar Moran 
Sumber : diolah penulis 
 
Sumbu x diagram pencar moran 
menampilkan standar nilai dari variabel 
(Moran standart). Sumbu y diagram pencar 
moran menyajikan lag spasial standar 
variabel yang sama. Lag spasial merujuk 
pada simpangan baku atau moran standar 
deviasi lokasi x dengan wilayah sekitar.  
Kuadran-kudran diatas 
menggambarkan kantong hubungan positif 
dan negatif indikator kemiskinan suatu 
provinsi terhadap provinsi di sekitarnya. 
Kuadran II dan III menggabarkan asosiasi 
spasial yang positif dimana nilai 
pengamatan tertentu memiliki nilai yang 
serupa dengan lokasi disekitarnya. Kuadran 
II menggambarkan bahwa nilai pengamatan 
lokasi x tergolong tinggi dikelilingi oleh 
lokasi sekitar dengan nilai pengamatan 
yang tinggi. Sebaliknya  Kuadran I dan IV 
menunjukkan sosiasi spasial yang negatif. 
 
a. Theil Index  
Menurut Kuncoro (2001) Entropi Theil 
merupakan suatu metode pengukuran 
ketimpangan ekonomi dan konsentrasi 
industri. Metode Indeks Entropi Theil 
akan memberikan informasi total 
ketimpangan distribusi dana desa 
dengan membandingkan total 
penerimaan alokasi dana desa tiap 
provinsi dengan faktor pembobot alokasi 
dana desa provinsi. Secara matematis 
Indeks Entropi Theil dapat dinotasikan 












Keterangan :  
I : Indeks Entropi Theil  
Yij : Total Penerimaan Dana 
Desa setiap Provinsi 
Y : Total Alokasi Dana Desa 
Indonesia 
Nij    : Faktor Penimbang Alokasi 
Dana Desa setiap Provinsi 
(Jumlah Penduduk 
Provinsi, Jumlah 
Penduduk Miskin Provinsi, 
Jumlah Desa menurut 
Provinsi, Rata-rata IKK 
Provinsi)  
N     : Faktor Penimbang Alokasi 
Dana Desa setiap 
Indonesia (Jumlah 
Penduduk Indonesia, 
Jumlah Penduduk Miskin 
Indonesia, Jumlah Desa 
menurut Indonesia, Rata-
rata IKK Indonesia)  
 
b. Regresi Linear Sederhana  
Teknik analisis yang digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh Alokasi dana 
desa terhadap tingkat kemiskinan 
adalah analisis regresi linear 
sederhana. Teknik analisis ini 
menggunakan paradigma penelitian 
ganda dengan tiga variabel dependen 
berupa variabel indeks kedalaman 
kemiskinan, indeks keparahan 
kemiskinan, dan Persentase  penduduk 
miskin yang merepresentasikan tingkat 
kemiskinan dan variabel dana desa 
sebagai variabel independen.  
  
 
Gambar 2 Regresi antara variabel 
 X dan Y  
Sumber : Sugiyono (2010) 
Keterangan 
X : Dana Desa  
Y1: Persentase  Penduduk   Miskin  
Y2: Indeks Kedalaman    Kemiskinan  
Y3: Indeks Keparahan Kemiskinan 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Kemiskinan Indonesia  





Gambar 3 Peta Persentase Penduduk Miskin 
Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2014 
Sumber : diolah Penulis  
 
Tingkat kemiskinan ditinjau dari 
persentase penduduk miskin tertinggi 
sepanjang tahun 2010 hingga 2014 secara 
berturut-turut dimiliki oleh Provinsi Papua, 
Papua Barat dan Maluku. Sementara 
tingkat kemiskinan terendah dimiliki oleh 
tiga provinsi yang sama yaitu DKI Jakarta, 
Kalimantan Selatan dan Bali. Provinsi Nusa 
Tenggara Barat merupakan satu satunya 
provinsi yang mengalami perubahan 
kategori tingkat kemiskinan dari kategori 
Low yang dikelilingi wilayah dengan 
tingkat pengamatan High (Kuadran II) pada 
tahun 2010 mengalami perubahan menjadi 
kategori High yang dikelilingi wilayah 
dengan tingkat pengamatan High (Kuadran 
I) pada tahun 2011 hingga 2014. Perubahan 
kategori tersebut tidak dapat diartikan 
bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Nusa 
Tenggara Barat tahun 2010 lebih rendah 
dari tahun 2011. Tingkat kemiskinan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat terus 
menurun setiap tahunnya. Namun demikian 
nilai rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia 
tahun 2011 hingga 2014 lebih rendah dari 
tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. 
 
Gambar 5 Peta Persentase Penduduk Miskin 
Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019 
Sumber : diolah Penulis  
 
Berdasarkan peta di atas dapat 
diketahui bahwa tingkat kemiskinan 
tertinggi masih terkonsentrasi pada wilayah 
Indonesia bagian timur. Bila dibandingkan 
dengan tingkat kemiskinan pada periode 
sebelum digulirkannya kebijakan dana desa 
tahun 2014, terdapat beberapa provinsi 
yang mengalami perubahan kategori 
kemiskinan yaitu perubahan kategori 
tingkat kemiskinan tinggi menjadi rendah 
pada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, 
dan Jawa Sumatera Selatan. Tidak terdapat 
perubahan kategori tingkat kemiskinan 
rendah menjadi tinggi. Tahun 2019 
persentase penduduk miskin mencetak 
sejarah baru yaitu mencapai 12,60%. 
Angka ini merupakan tingkat kemiskinan 
paling rendah semenjak Indonesia merdeka. 
 
b. Kedalaman Kemiskinan 
 
Gambar 5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 
Menurut Provinsi Tahun 2014 
Sumber : diolah Penulis  
 
Berdasarkan peta di atas dapat 
diketahui bahwa kondisi kedalaman 
kemiskinan seluruh provinsi di Pulau 
Kalimantan pada periode sebelum 
diterapkan dana desa cenderung rendah bila 
dibandingkan dengan pulau lainnya. 
Kalimantan Timur merupakan provinsi 
dengan kondisi kedalaman kemiskinan 
cukup rendah yang dikelilingi oleh kondisi 
kedalaman kemiskinan provinsi sekitar 
yang lebih rendah. Wilayah Indonesia 
bagian timur merupakan wilayah dengan 
kondisi kedalaman kemiskinan paling 
tinggi dibandingkan dengan wilayah 
Indonesia bagian tengah dan barat. Provinsi 
Papua, Papua Barat dan Maluku memiliki 
kesenjangan tingkat kedalaman kemiskinan 
yang tinggi bila dibandingkan dengan 
provinsi lainnya ditunjukkan oleh simbol 
diagram batang kedalaman kemiskinan 
yang tinggi. Meskipun kesenjangan 
kedalaman kemiskinan Provinsi Papua, 
Papua Barat, dan Maluku cukup besar, 
namun tingkat kedalaman kemiskinan terus 
mengalami penurunan sepanjang tahun 
2010 hingga 2014. 
 
 
Gambar 6 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 
Menurut Provinsi Tahun 2019 
Sumber : diolah Penulis  
 
 
Kondisi kedalaman kemiskinan 
tertinggi periode setelah digulirkannya 
kebijakan dana desa yaitu pada tahun 2015 
hingga 2019  masih didominasi oleh tiga 
provinsi yang sama yaitu Provinsi Papua, 
Papua Barat dan Maluku. wilayah bagian 
timur Indonesia cenderung memiliki 
tingkat kemiskinan yang tinggi. Provinsi 
Papua Barat, Papua dan Maluku memiliki 
tingkat kemiskinan tertinggi pada masing-
masing indikator yaitu Persentase 
penduduk miskin, indeks kedalaman 
kemiskinan dan keparahan kemiskinan. 
Terdapat kesenjangan yang signifikan 
antara tingkat kemiskinan ketiga provinsi 
terhadap rata-rata tingkat kimiskinan secara 
nasional. Hal tersebut menunjukkan 
seriusnya permasalahan kemiskinan pada 
ketiga provinsi sehingga diperlukan 
prioritas penanganan kemiskinan. 
Berdasarkan hasil pengolahan diagram 
Moran’s ScatterPlot pada ketiga indikator 
kemiskinan Provinsi Papua, Papua Barat 
dan Maluku merupakan provinsi dengan 
tingkat kemiskinan yang signifikan pada 
kuadran I (High-High). Hal tersebut 
menunjukkan tingkat kemiskinan pada 
ketiga provinsi ditinjau dari segi Persentase 
penduduk miskin, indeks kedalaman 
kemiskinan dan indeks keparahan 
kemiskinan yang tinggi berada pada 
wilayah dengan pengamatan tingkat 
kemiskinan yang lebih tinggi. Sementara 
Provinsi Kalimantan Timur merupakan 
satu-satunya provinsi dengan nilai mutlak 
tergolong dalam kategori (Low-Low) yang 
berarti memiliki tingkat kemiskinan rendah 
dengan tingkat kemiskinan wilayah sekitar 
lebih rendah. 
 
c. Keparahan Kemiskinan 
 
Gambar 7 Tingkat Keparahan Kemiskinan 
Menurut Provinsi Tahun 2014 
Sumber : diolah Penulis  
 
 
Rata-rata keparahan kemiskinan 
Indonesia sebelum ditetapkannya kebijakan 
dana desa terus mengalami penurunan. 
Kondisi keparahan kemiskinan memiliki 
pola yang cenderung sama dengan kondisi 
kedalaman kemiskinan di  Indonesia. 
Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 
Sumatera Selatan mengalami peningkatan 
kondisi keparahan dan kedalaman 
kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa peningkatan kesenjangan rata-rata 
pengeluaran penduduk miskin terhadap 
garis kemiskinan akan menyebabkan 
perluasan sebaran pengeluaran antar 
penduduk miskin. Gambar di atas 
menunjukkan bahwa keparahan 
kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu 
tahun 2010 hingga 2014 didominasi oleh 
provinsi yang sama. Provinsi Papua Barat, 
Papua dan Maluku secara berturut-turut 
merupakan provinsi yang memiliki indeks 
keparahan kemiskinan tertinggi sepanjang 
tahun 2010 hingga 2014. Sementara kondisi 
keparahan kemiskinan terendah memiliki 
pola menyebar tidak terpusat pada provinsi 
yang sama. 
 
Gambar 8 Tingkat Keparahan Kemiskinan 
Menurut Provinsi Tahun 2019 
Sumber : diolah Penulis  
 
 
Kondisi keparahan kemiskinan 
Indonesia memiliki pola yang sama dengan 
kondisi kedalaman kemiskinan Indonesia. 
Terjadi peningkatan kondisi kedalaman 
kemiskinan pada tahun 2015 hingga 2016. 
Tingkat Keparahan kemiskinan Indonesia 
tahun 2014 sebesar 0,57 meningkat menjadi 
0,71 pada tahun 2015 dan kembali 
meningkat menjadi 0,79 tahun 2016. Hal 
tersebut dikarenakan adanya penurunan 
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 
dibandingkan tahun sebelumnya tahun 
2014. Kondisi keparahan kemiskinan 
kembali meningkat pada tahun 2016 
dikarenakan adanya penurunan Nilai Tukar 
Petani (NTP) mengakibatkan pendapatan 
petani menurun sehingga tingkat 
kemiskinan perdesaan meningkat. Namun 
demikian kondisi perekonomian kembali 
stabil pada tahun 2017 hingga 2019 
ditunjukkan dengan terjaganya inflasi pada 
kisaran tiga persen dan pertumbuhan 
ekonomi kembali meningkat sehingga 
kondisi keparahan kemiskinan berhasil 
diturunkan kembali pada tahun 2017 hingga 
2019. 
 
Distribusi Dana Desa  
Total alokasi dana desa sejak pertama 
kali digulirkan terus mengalami 
peningkatan. Total alokasi dana desa pada 
tahun 2015 mencapai 3% dari total APBN, 
tahun 2016 mencapai 6% dari total APBN, 
dan tahun 2018 hingga 2019 mencapai 10% 
total APBN Indonesia. Peningkatan alokasi 
tersebut dikarenakan adanya peningkatan 
pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Indonesia. Gambar 4.11 
menunjukkan dinamika penerimaan alokasi 
dana desa pada seluruh provinsi di 
Indonesia. Dana desa dialokasikan pada 
seluruh provinsi di Indonesia terkecuali 
Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut 
dikarenakan Provinsi DKI Jakarta memiliki 
kapasitas fiskal yang besar berupa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 
Bagi Hasil dari pajak dan sumber daya alam 
yang tinggi sehingga mampu mencukupi 
kebutuhan fiskal daerahnya secara mandiri. 
 
 
Gambar 9 Peta Distribusi Dana Desa 
Menurut Provinsi Tahun 2015 – 2019. 
Sumber : Data Kementrian Keuangan diolah 
penulis 
 
Peta Distribusi Dana Desa di atas 
menyajikan informasi dinamika alokasi 
dana desa dan kondisi kemiskinan 
Indonesia menurut provinsi. Dinamika 
alokasi dana desa ditunjukkan oleh simbol 
diagram batang. Semakin tinggi 
penerimaan alokasi dana desa setiap 
provinsi maka semakin tinggi diagram 
batang yang terbentuk. Kondisi kemiskinan 
di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga 
kelas yaitu tingkat kemiskinan tinggi, 
sedang dan rendah. Pengklasifikasian 
tersebut berdasarkan kategori kemiskinan 
pada ketiga indikator kemiskinan hasil 
pengolahan autokorelasi spasial moran 
scatter plot. Tingkat kemiskinan tinggi 
merupakan provinsi yang memiliki dua atau 
lebih kategori kemiskinan tinggi dari total 
tiga indikator kemiskinan. Tingkat 
kemiskinan sedang adalah provinsi yang 
memiliki satu kategori tinggi dan dua 
kategori rendah dari total ketiga indikator 
kemiskinan. Tingkat kemiskinan rendah 
merupakan provinsi dengan seluruh 
kategori indikator kemiskinan yang rendah.  
Penerimaan total alokasi dana desa 
pada seluruh provinsi mengalami 
peningkatam setiap tahunnya. Berdasarkan 
peta alokasi dana desa menurut provinsi 
tahun 2015 – 2019 dapat diketahui bahwa 
penerimaan alokasi dana desa tertinggi 
pada lima tahun pengalokasian adalah 
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa 
Timur dan Provinsi Jawa Barat. Namun 
demikian jika diamati kondisi kemiskinan 
dan luas wilayah pada ketiga provinsi 
tersebut bukanlah yang tertinggi. Meskipun 
formula alokasi dana desa telah 
mempertimbangkan faktor jumlah 
penduduk, jumlah penduduk miskin, luas 
wilayah, indeks kemahalan konstruksi, dan 
jumlah desa. Namun demikian, kenyataan 
pengalokasian dana desa belum tepat 
menyasar pada wilayah degan tingkat 
kemiskinan tertinggi dan luas wilayah 
terbesar. Tujuan dana desa adalah 
memeratakan pembangunan dan 
mengentaskan kemiskinan. Namun 
berdasarkan peta di atas dapat diketahui 
bahwa formula pengalokasian dana desa 
tidak sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Provinsi dengan tingkat 
kemiskinan tertinggi tidak menjadi 
prioritas, provinsi dengan luas wilayah 
terbesar juga tidak menjadi prioritas.  
Total alokasi dana desa tahun 2015 
mencapai 20,766 Triliun rupiah yaitu 3% 
dari total APBN. Formulasi alokasi dana 
desa pada tahun 2015 dilakukan secara 
merata dengan membagi total alokasi dana 
desa nasional dengan jumlah desa di 
Indonesia. Sehingga penerimaan dana desa 
pada tahun 2015 adalah sama yaitu 
mencapai 280 juta rupiah tiap desa. 
Penerimaan setiap provinsi didapatkan dari 
hasil perhitungan dengan mengalikan 
perkalian jumlah desa dengan rata-rata 
penerimaan 280 juta.   
Total alokasi dana desa pada tahun 
2016 meningkat mencapai 6% dari total 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yaitu sebesar 46,982 triliun rupiah. 
Terjadi perubahan formulasi 
pendistribusian dana desa pada tahun 2016. 
Pendistribusian dana desa terdiri dari 
alokasi dasar dan alokasi formula. Menurut 
PMK Nomor. 49 Tahun 2016 yang 
dimaksud alokasi dasar adalah alokasi 
minimal dana desa yang akan diterima oleh 
setiap desa dengan besaran 90% dari total 
alokasi dana desa yang akan dibagi dengan 
jumlah desa secara nasional. Sementara 
alokasi formula didefinisikan sebagai 
alokasi dana desa secara berkeadilan yang 
dihitung dengan pertimbangan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah 
dan tingkat kesulitan geografis. Setiap desa 
akan menerima rincian alokasi dana desa 
berupa alokasi dasar dengan besaran yang 
sama sebesar Rp 565.640.000,00 dan 
alokasi formula dengan besaran yang 
berbeda berdasarkan banyaknya jumlah 
penduduk miskin, besarnya luas wilayah 
desa, nilai indeks kemahalan konstruksi 
sebagai proxy representasi tingkat kesulitan 
geografis dan total jumlah penduduk desa.  
Total alokasi dana desa pada tahun 
2017 kembali meningkat mencapai 60 
triliun rupiah atau setara dengan 10% dari 
total Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Formulasi yang digunakan dalam 
pendistribusian dana desa pada tahun 2017 
adalah sama dengan formulasi pada tahun 
sebelumnya terdiri dari 90% alokasi dasar 
dan 10% alokasi formula. Penerimaan 
alokasi dasar dana desa pada setiap desa 
mencapai 720,4 juta.  
Total alokasi dana desa pada tahun 
2018 adalah sama dengan total alokasi dana 
desa pada tahun sebelumnya yaitu 
mencapai 60 triliun rupiah. Namun 
demikian penerimaan dana desa pada 
masing-masing wilayah berbeda. Hal 
tersebut dikarenakan formulasi dana desa 
yang digunakan pada tahun 2018 berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Berdasarkan PMK No.7 Tahun 2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa 
Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun 
Anggaran 2018 terdapat perubahan formula 
dana desa yaitu dengan adanya penyesuaian 
proporsi dana alokasi dasar sebesar 77% 
dan alokasi formula sebesar 20%, 
penambahan dana alokasi afirmasi sebesar 
3% dari total alokasi dana desa yang dibagi 
secara proporsional kepada desa tertinggal 
dan sangat tertinggal, serta pembobotan 
faktor penimbang alokasi formula 
mengalami perubahan yaitu faktor jumlah 
penduduk desa memiliki bobot 10%, faktor 
jumlah penduduk miskin desa memiliki 
bobot 50%, faktor luas wilayah desa dengan 
bobot 15% dan faktor indeks kemahalan 
konstruksi memiliki bobot 25%.  
Total alokasi dana desa tahun 2019 
kembali meningkat yaitu sebesar 70 triliun. 
Peningkatan alokasi tersebut disebabkan 
meningkatnya jumlah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. 
Pendistribusian dana desa menggunakan 
formula yang sama dengan tahun 2018. 
Provinsi Bali dan Kepulauan Riau tidak lagi 
menerima alokasi afirmasi dikarenakan 
jumlah desa yang tertinggal telah berubah 
status. Penerimaan alokasi dana desa pada 
tahun 2019 memiliki pola yang sama 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun 
memiliki pola yang sama namun selisih 
penerimaan dana desa atau ketimpangan 
pendistribusian dana desa antar provinsi 
semakin kecil dibuktikan dengan tingkat 
kemiskinan pada tahun 2019 merupakan 
paling rendah dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. 
 
Ketimpangan Distrbusi dengan Metode 
Indeks Theil  
Indeks Enropi Theil merupakan salah 
satu alat analisis tingkat ketimpangan 
ekonomi. Analisis tingkat ketimpangan 
dana desa dilakukan dengan menggunakan 
Indeks Theil untuk menganalisis tingkat 
ketimpangan dengan menghadapkan 
besaran distribusi dana desa masing-masing 
provinsi dengan faktor penimbang besaran 
alokasi dalam dana desa yaitu jumlah 
penduduk kabupaten / kota, jumlah 
penduduk miskin desa, jumlah desa, indeks 
kemahalan konstruksi kabupaten/kota dan 
luas wilayah desa. Analisis tingkat 
ketimpangan distribusi dana desa dikaji 
dalam lima tahun pengamatan yaitu tahun 
2015 hingga 2019. Berikut merupakan tabel 
hasil perhitungan indeks theil distribusi 
dana desa Indonesia. 
 
Tabel  1 Hasil Perhitungan Analisis 
Ketimpangan Alokasi Dana Desa dengan 












2015 0,0034 0,0016 0,0000 0,00491 0,0063 
2016 0,0035 0,0016 0,0000 0,0048 0,0062 
2017 0,0035 0,0015 0,0000 0,0047 0,0062 
2018 0,0036 0,0012 0,0000 0,0047 0,0063 
2019 0,0035 0,0011 0,0016 0,0047 0,0063 
Sumber : diolahan penulis 
 
Hasil perhitungan analisis 
ketimpangan dengan menggunakan metode 
Indeks Theil menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan tingkat ketimpangan distribusi 
dana desa relatif rendah. Dimana nilai 
indeks theil dari masing-masing variabel 
penimbang alokasi dana desa pada setiap 
tahun mendekati angka nol. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa distribusi dana desa 
telah dilakukan dengan cukup merata di 
seluruh wilayah Indonesia. 
 
Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa 
terhadap Tingkat Kemiskinan 
Uji Asumsi Klasik  
Uji Asumsi Klasik merupakan uji 
prasyarat statistika untuk menguji apakah 
variabel dependen dan variabel independen 
memenuhi syarat uji regresi. Rangkaian uji 
asumsi klasik yang dilakukan diantaranya 
uji linearitas, uji normalitas dan uji 
heteroskedastisitas. 
a. Uji Linearitas  
Berikut adalah hasil test of linearity dari 
ketiga variabel penelitian yaitu Persentase  
Penduduk Miskin (Y1), Indeks Kedalaman 
Kemiskinan (Y2), dan Indeks Keparahan 
Kemiskinan (Y3).  
 
 
Tabel 2 Hasil Uji Linearitas Model Regresi 
Tahun Deviation From Linearity 
 Y1 Y2 Y3 
2015 0,762 0,073 0,02 
2016 0,902 0,613 0,303 
2017 0,838 0,697 0,411 
2018 0,731 0,645 0,386 
2019 0,772 0,606 0,386 
Sumber : diolah penulis 
 
Nilai Deviation From Linearity di atas 
menunjukkan besarnya penyimpangan dari 
pola linear. Apabila nilai Deviation From 
Linearity lebih kecil dari nilai alpha 0,05 
maka terdapat penyimpangan pola dan 
tidak ada hubungan linear antara variabel 
dependen dan independen. Berdasarkan 
tabel hasil uji linearitas ketiga varibel pada 
setiap tahun pengamatan tahun 2015 hingga 
2019 diketahui variabel Presentase 
Penduduk Miskin (Y1) dan Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (Y2) memiliki 
hubungan linear dalam persamaan regresi 
sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian 
selanjutnya. Variabel Indeks Keparahan 
Kemiskinan (Y3) memiliki nilai Sig 
Deviation From Linearity lebih kecil dari 
nilai alpha 0,05 menunjukkan adanya 
penyimpangan nilai varian terhadap model 
regresi linear sehingga tidak dapat 
dilanjutkan pada uji asumsi klasik 
berikutnya. 
b. Uji Normalitas  
Normalitas merupakan suatu pengujian 
yang dilakukan untuk mengetahui sebaran 
data pada suatu variabel apakah data 
berdistribusi normal atau tidak.  
 
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Model Regresi 
Tahun Asymp Sig 
 Y1 Y2 
2015 0,982 0,914 
2016 0,986 0,908 
2017 0,980 0,987 
2018 1,000 0,980 
2019 0,936 0,949 
Sumber : diolah penulis 
 
Diketahui hasil uji normalitas bahwa kedua 
variabel Persentase  Penduduk Miskin (Y1) 
dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y2) 
memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 yang 
dapat diartikan tidak terdapat perbedaan 
nilai antar data dalam variabel secara 
signifikan. Sehingga variabel kedua 
variabel uji normalitas yang dapat 
dilanjutkan untuk uji  asumsi selanjutnya. 
c. Uji Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedastisitas bertujuan 
menguji model regresi apakah terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji 
heteroskedasitas dilakukan dengan 
menggunakan Metode Glejser terhadap 
kedua variabel dependen yang lolos. Hasil 
uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 
berikut : 
  
Tabel 4  Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Tahun Probabilitas 
Y1 Y2 
2015 0,071 0,003 
2016 0,163 0,003 
2017 0,178 0,000 
2018 0,241 0,004 
2019 0,260 0,007 
Sumber : diolah penulis 
 
Berdasarkan hasil uji 
heteroskedastisitas di atas, dapat diketahui 
bahwa  nilai probabilitas dari variabel 
Persentase  Penduduk Miskin lebih besar 
dari nilai alpha yaitu 0,05 sehingga dapat 
diartikan terbebas dari penyimpangan 
asumsi klasik heteroskedasitas. Sementara 
variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan 
memiliki nilai probabilitas lebih kecil nilai 
alpha 0,05 sehingga tidak lolos dalam uji 
asumsi klasik. 
  
Uji Regresi  
Uji regresi dilakukan dengan 
menganalisis hubungan pengaruh besaran 
alokasi dana desa sebagai variabel 
independen terhadap variabel dependen 
(Persentase  Penduduk Miskin) sebagai 
variabel respon. Jumlah penduduk dan 
jumlah desa merupakan faktor penimbang 
alokasi dana desa. Oleh karenanya variabel 
besaran alokasi dana desa dibagi dengan 
jumlah total penduduk setiap provinsi dan 
jumlah desa setiap provinsi sebagai proxy 
rata-rata penerimaan alokasi setiap desa. 
Variabel independen yang dirumuskan 
yaitu total penerimaan alokasi dana desa 
setiap provinsi (X), besar rata-rata alokasi 
dana desa setiap desa (X1) dan besar 
alokasi dana desa setiap penduduk (X2) 
masing-masing diujikan dengan variabel 
dependen persentase penduduk miskin. 
Berikut merupakan tabel hasil uji regresi 
linear sederhana variabel dana desa 
terhadap variabel tingkat kemiskinan 
berupa persentase penduduk miskin 
sepanjang waktu pengalokasian yaitu tahun 
2015 hingga 2019.  
 
Tabel 5 Hasil Uji Regresi 
Tahun 








2015  0,337 0,030 -   -  0,00 0,460  
2016  0,156  0,064 0,322  0,032  0,00  0,537 
2017  0,161  0,062  0,335  0,030  0,00  0,537 
2018  0,207  0,051  0,738  0,040  0,00  0,571 
2019  0,209  0,05  0,347  0,029  0,00  0,599 
Sumber : diolah penulis 
 
Berdasarkan hasil uji regresi pada 
setiap tahun pengamatan 2015 hingga 2019 
total penerimaan alokasi dana desa (X) 
terdahap persentase penduduk miskin (Y1) 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
pengaruh signifikan ke dua variabel yang 
diujikan. Nilai R-square yang dimiliki 
relatif kecil yaitu dibawah sepuluh persen, 
menunjukkan kemampuan variabel X 
dalam menjelaskan variabel Y1 sangat 
kecil.  
Uji regresi rata-rata penerimaan 
alokasi dana desa setiap desa (X1) terhadap 
persentase penduduk miskin tidak dapat 
dilakukan pada tahun 2015. Hal tersebut 
dikarenakan total penerimaan alokasi dana 
desa pada tahun 2015 adalah konstan yaitu 
berkisar 282 juta setiap desa. Model regresi 
dengan variabel independen yang konstan 
tidak dapat dilakukan karena akan terjadi 
error uji regresi. Hasil uji regresi rata-rata 
penerimaan alokasi dana desa setiap desa 
(X1) terhadap persentase penduduk miskin 
(Y1) menunjukkan tidak ada hubungan 
pengaruh yang signifikan pada kedua 
variabel dan kemampuan variabel 
independen (X1) dalam menjelaskan 
variabel dependen (Y1) juga relatif kecil.  
Hasil uji regresi rata-rata penerimaan 
alokasi dana desa setiap penduduk (X2) 
terhadap persentase penduduk miskin (Y1) 
diketahui memiliki nilai signifikasi 0,000 
lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 0,05 
yang menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen. 
Nilai R-Square pada tabel di atas 
menunjukkan besarnya pengaruh variabel 
independen dalam menjelaskan variabel 
dependen. Berikut merupakan tabel 
koefisien regresi dan konstanta regresi dari 
hasil uji regresi rata-rata penerimaan 
alokasi dana desa setiap penduduk (X2) 
terhadap persentase penduduk miskin (Y1). 
 
Tabel 6 Koefisien Regresi  
Tahun  
X2 - Y1 
Coefiecient  Constanta 
2015 7.603 0,478 
2016 7.264 0,022 
2017 7.214 0,177 
2018 6.366 0,192 
2019 6.246 0,166 
Sumber : diolah penulis 
 
Berdasarkan nilai koefisien regresi 
yang dihasilkan dari uji regresi rata-rata 
penerimaan alokasi dana desa setiap 
penduduk (X2) terhadap persentase 
penduduk miskin (Y1) pada setiap tahun 
pengamatan tahun 2015 hingga 2019 
diketahui bahwa arah hubungan kedua 
variabel yang diujikan adalah positif. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa hubungan 
variabel independen (X2) terhadap variabel 
dependen (Y1) adalah berbading lurus. 
Hasil uji regresi kedua variabel pada tahun 
2015 menunjukkan persamaan regresi 
sebagai berikut :  
 
Y1 = a + bX 
Y1 = konstanta regresi + koefisien regresi  
Y1 = 7,603 + 0,478X 
 
Persamaan regresi tersebut dapat 
dipahami bahwa :  
a. Konstanta sebesar 7.603; artinya jika 
dana desa X2 nilainya adalah 0, maka 
persentase penduduk miskin (Y1) 
mencapai 7,603 
b. Koefisien regresi variabel dana desa 
(X2) sebesar 0,478; artinya jika dana 
desa meningkat sebesar Rp 1, maka 
persentase penduduk miskin (Y1) akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,478. 
Koefisien regresi bernilai positif 
artinya terdapat hubungan positif 
antara rata-rata penerimaan alokasi 
dana desa setiap penduduk (X2) 
dengan persentase penduduk miskin 
(Y1), semakin meningkat variabel 
independen (X2) maka variabel 
dependen (Y1) juga semakin 
meningkat.  
Melalui analisis regresi di atas dapat 
diketahui bahwa meskipun nilai 
signifikansi variabel rata-rata penerimaan 
alokasi dana desa setiap penduduk (X2) 
dengan persentase penduduk miskin (Y1) 
adalah 0,00 namun nilai koefisien regresi 
bernilai positif sehingga menghasilkan 
hubungan pengaruh positif yang 
berbanding lurus menolak hipotesis yang 
diajukan yaitu berhubungan negatif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
berdasarkan hasil pengujian masing-
masing variabel independen total 
penerimaan alokasi dana desa setiap 
provinsi (X), besar rata-rata alokasi dana 
desa setiap desa (X1) dan besar alokasi 
dana desa setiap penduduk (X2) terhadap 
variabel dependen (Y1) tidak ada hubungan 
pengaruh negatif yang sifnifikan. Hal-hal 
yang melatarbelakangi efektivitas dana 
desa dalam mengentaskan kemiskinan 
dapat dikaji lebih dalam melalui penelitian 
sejenis dengan cakupan wilayah kajian 
lebih detil yaitu desa sehingga dapat 
diketahui arah pemanfaatan alokasi dana 
desa. Secara umum terdapat dua hal yang 
perlu diperhatikan agar fungsi alokasi dana 
desa dapat berjalan efektif yaitu keadilan 
pengalokasian dan ketepatan pemanfaatan 
dana desa itu sendiri.  
Tujuan pengalokasian dana desa 
adalah mengentaskan kemiskinan, namun 
dalam pengalokasiannya justru tidak 
memprioritaskan permasalahan kemiskinan 
itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan 
perumusan alokasi dana desa tiap provinsi 
menitik beratkan pada jumlah desa 
(kuantitas) dari pada kondisi tingkat 
kemiskinan (kualitas). Pengalokasian dana 
desa dengan sistem ini cenderung tidaklah 
adil karena provinsi dengan tingkat 
kemiskinan tinggi akan menerima alokasi 
sedikit, dan provinsi dengan tingkat 
kemiskinan lebih rendah namun memiliki 
jumlah desa yang banyak akan menerima 
alokasi dana desa yang lebih besar. Sistem 
pengalokasian dana desa sudah tidak tepat 
sasaran, maka pencapaian tujuannya tidak 
akan efektif.  
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Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan 
dana desa menyatakan bahwa penggunaan 
dana desa diprioritaskan untuk membiayai  
pelaksanaan program dan kegiatan di 
bidang pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Berdasarkan evaluasi pemanfaatan dana 
desa oleh kementrian keuangan  
pemanfaatan dana desa sebagian besar 
dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana fisik. Realisasi 
pemanfaatan pembangunan sarana 
prasarana fisik pada seluruh wilayah di 
Indonesia telah mencapai  83,9 persen, 
sementara proporsi pembiayaan untuk 
kegiatan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat relatife sedikit yaitu hanya 6,5 
persen dari total alokasi dana desa tahun 
2015. Realisasi pemanfaatan dana desa di 
bidang pembangunan fisik telah melebihi 
proporsi pemanfaatan dana desa yang 
diarahkan. Pemanfaatan dana desa untuk 
pembiayaan pembangunan fisik yang 
diarahkan. Realisasi pembangunan fisik 
sangat besar lebih dari 80 persen. 
Sementara realisasi pemberdayaan 
ekonomi masyarakat relatif sangat kecil 
kurang dari 10 persen. Namun tingkat 
kemiskinan pada tahun 2015 cenderung 
meningkat dari tahun sebelum 
diterapkannya kebijakan dana desa. Hal 
tersebut dimungkinkan realisasi 
pembangunan fisik yang dilakukan tidak 
menimbulkan peningkatan kapasitas 
penduduk dalam kegiatan ekonomi 
penduduk. 
Beberapa alternatif yang dapat 
diusulkan untuk meningkatkan fungsi 
alokasi dana desa dalam mengentaskan 
kemiskinan diantaranya adalah merevisi 
proporsi rincian alokasi dasar, alokasi 
formula dan alokasi afirmasi agar dapat 
menyesuaikan dengan perbedaan kondisi 
kemiskinan setiap wilayah, mempertajam 
penggunaan dana desa untuk 
pemberdayaan ekonomi masyarakat 
dengan memperjelas batasan pemanfaatan 
dana desa dan atau menggunakan metode 
perhitungan Total Poeverty Gap (TPG) 




1. Sebelum ditetapkannya kebijakan dana 
desa tingkat kemiskinan Indonesia 
ditinjau dari presentase penduduk 
miskin, kedalaman kemiskinan dan 
keparahan kemiskinan memiliki pola 
cenderung menurun. Setelah 
ditetapkannya kebijakan dana desa, 
tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi 
berupa kenaikan dan penurunan. Tingkat 
kemiskinan Indonesia pada tahun 2015 
dan 2016 mengalami peningkatan akibat 
dari ketidakstabilan pertumbuhan 
ekonomi dan tidak terjaganya inflasi. 
Namun pada tahun 2017 hingga 2019 
kondisi perekonomian meningkat 
sehingga tingkat kemiskinan kembali 
menurun.  
2. Besaran alokasi dana desa yang 
didistribusikan pada sepanjang tahun 
2015 hingga 2019 cenderung meningkat. 
Terjadi perubahan perumusan alokasi 
dana desa sebanyak tiga kali yaitu pada 
tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018. 
Perubahan formulasi tersebut 
menyebabkan distribusi dana desa sesuai 
dengan formula yang ditetapkan 
memiliki tingkat ketimpangan yang 
rendah. Namun demikian formula 
alokasi dana desa yang telah ditetapkan 
tidak menempatkan provinsi dengan 
tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai 
penerima alokasi dana desa yang tinggi. 
3. Hasil pengujian asumsi klasik pada 
ketiga variabel tingkat kemiskinan 
menunjukkan bahwa hanya variabel 
Persentase penduduk miskinlah yang 
memiliki model regresi yang layak.  
4. Berdasarkan hasil uji regresi ketiga 
variabel dana desa belum efektif dalam 
mencapai tujuan pengentasan 
kemiskinan. Uji regresi kedua varaibel 
independen total penerimaan alokasi 
dana desa setiap provinsi (X), besar rata-
rata alokasi dana desa setiap desa (X1) 
terhadap variabel dependen yang 
direpresentasikan oleh persentase 
penduduk miskin (Y1) menunjukkan 
hubungan pengaruh yang tidak 
seignifikan dibuktikan dengan nilai 
signifikansi pada pengujian regresi 
sepanjang tahun 2015 hingga 2019 
melebihi nilai taraf signifikansi sebesar 
0,05 dan besarnya nilai R-square relatif 
kecil di bawah sepuluh persen. Hasil 
pengujian  besar alokasi dana desa setiap 
penduduk (X2) terhadap variabel  
5. dependen persentase penduduk miskin 
(Y1) menunjukkan adanya hubungan 
pengaruh positif ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 
signifikansi 0,05 dan koefisiesn regresi 
yang bernilai positif sepanjang tahun 
pengamatan 2015 hingga 2019. Hal 
tersebut tidaklah sesuai dengan hipotesis 
yang diajukan yaitu hubungan pengaruh 
variabel independen dana desa dalam 
mennurunkan variabel dependen 
persentase penduduk miskin. 
 
SARAN  
1. Formula perumusan alokasi dana desa 
perlu direvisi kembali yaitu dengan 
meningkatkan proprosi alokasi formula 
dan alokasi afirmasi serta menurunkan 
besar proporsi alokasi dasar agar 
pengalokasian dana desa tidak hanya 
berdasarkan pada jumlah unit 
pemerintahan desa saja namun juga 
memperhatikan perbedaan kapasitas 
fiskal desa dalam mengatasi 
permasalahan kemiskinan sehingga 
fungsi alokasi dana desa dapat berjalan 
efektif dan tujuan dana desa dalam 
mengentaskan kemiskinan dapat 
tercapai.  
2. Faktor angka kemiskinan sebagai 
penimbang alokasi dasar tidak hanya 
didasarkan pada kuantitas kemiskinan 
berupa jumlah penduduk miskin saja 
melainkan dapat memperhatikan tingkat 
kemiskinan dari indeks kedalaman 
kemiskinan dan indeks keparahan 
kemiskinan agar distribusi dana desa 
pada setiap wilayah dapat disesuaikan 
dengan besarnya permasalahan 
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